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Sumber Berita: Harian Bali Post, Sistem “Lump Sum” Dilirik ,Selasa tanggal 11 Juni 2014.
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Catatan:

1. Secara teori hukum anggaran negara dan keuangan publik, metode pembayaran lumpsum atau at 
cost memiliki karakteristik tersendiri dalam maksud dan pertanggungjawabannya. Keduanya 
memiliki standar dalam maksud pembayaran dan juga standar dalam pertanggungjawabannya.

2. Pengertian lumpsum dan biaya riil (at cost) dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 11 dan 12 PMK 
Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, sebagai berikut:
 Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount)

dan dibayarkan sekaligus.
 Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.”

3. Dalam metode lump sum, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) merupakan bukti utama dalam 
pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas. Dengan demikian, pertanggungjawaban 
mengenai biaya perjalanan dinas pada metode lump sum hanya dibatasi pada SPPD yang sudah 
dibubuhi cap dan tanda tangan dari pejabat berwenang instansi dari dan tujuan penugasan sebagai 
pembuktian perjalanan dinas telah dilakukan sesuai dengan tujuan dan waktu yang ditentukan.

4. Metode at cost, pembuktian perjalanan tidak hanya mengenai telah dilaksanakannya waktu 
perjalanan yang ditentukan, tetapi meliputi seluruh biaya riil yang dikeluarkan, kecuali biaya makan, 
transport lokal, dan uang saku. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang 
harus diserahkan tidak hanya sebatas SPPD, tetapi surat tugas, SPPD, bukti pengeluaran biaya 
berupa bukti pembelian tiket dan boarding pass, airport tax, serta bukti pengeluaran riil lainnya.

5. Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja dan 
Pendapatan Daerah TA 2013 Bab V angka 15 menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-
kaidah pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan 
akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan 
pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) sekurang-kurangnya 
untuk pertanggung- jawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat 
“paket”. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.


